
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasrkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil suatu 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Variabel Desentralisasi Fiskal (X1) berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Z) di Kabupaten/Kota di 

Jawa Timur Tahun 2018-2024. Disebabkan karena meskipun 

kewenangan fiskal telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, 

pemanfaatannya belum optimal untuk mendorong kegiatan ekonomi 

produktif karena struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja 

rutin, selain itu kapasitas fiskal dan kualitas tata kelola antar daerah 

menyebabkan dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan 

ekonomi menjadi tidak merata, dan tingginya ketergantungan daerah 

terhadap dana transfer dari pemerintah pusat membatasi kemandirian 

fiskal daerah dalam merancang kebijakan yang benar-benar sesuai 

dengan potensi ekonomi lokal. 

2. Variabel Belanja Modal (X2) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Z) di Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

Tahun 2018-2024. Dikarenakan belanja modal yang dialokasikan untuk 

pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas 

ekonomi mampu meningkatkan produktivitas, memperlancar aktivitas 



distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi, sehingga mendorong 

peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. 

3. Variabel Desentralisasi Fiskal (X1) berpengaruh positif daan tidak 

signifikan terhadap Indeks Gini (Y) di Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

Tahun 2018-2024. Meskipun desentralisasi fiskal memberikan otonomi 

lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan 

belanja, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam menyalurkan 

sumber daya secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat; 

akibatnya, peningkatan desentralisasi fiskal cenderung berdampak 

ringan terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga pengaruhnya 

terhadap Indeks Gini bersifat positif namun tidak signifikan secara 

statistik. 

4. Variabel Belanja Modal (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap Indeks Gini (Y) di Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 

2018-2024. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah 

cenderung difokuskan pada pembangunan infrastruktur besar, seperti 

jalan, jembatan, dan fasilitas umum, yang manfaat ekonominya bersifat 

luas dan tidak langsung menargetkan kelompok masyarakat 

berpenghasilan rendah; akibatnya, meskipun ada potensi untuk 

memperbaiki akses dan kesempatan ekonomi, pengaruhnya terhadap 

pemerataan pendapatan relatif kecil sehingga efeknya terhadap Indeks 

Gini bersifat negatif namun tidak signifikan secara statistik. 



5. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (Z) berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap Indeks Gini (Y) di Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

Tahun 2018-2024. Dikarenakan meskipun pertumbuhan ekonomi 

menunjukkan peningkatan output dan pendapatan daerah secara 

keseluruhan, distribusi manfaatnya belum merata di seluruh kelompok 

masyarakat; sebagian besar pertumbuhan cenderung dinikmati oleh 

kelompok berpendapatan menengah ke atas, sehingga pengaruhnya 

terhadap ketimpangan pendapatan tetap kecil dan tidak signifikan secara 

statistik. 

6. Variabel Desentralisasi Fiskal (X1) berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap Indeks Gini (Y) melalui Pertumbuhan Ekonomi (Z) 

di Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018-2024. Desentralisasi 

fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja 

publik dan investasi lokal yang mendorong pertumbuhan ekonomi, 

namun pertumbuhan tersebut cenderung belum merata dirasakan oleh 

seluruh lapisan masyarakat; akibatnya, meskipun ada efek tidak 

langsung dari desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan 

melalui pertumbuhan ekonomi, pengaruhnya tetap positif namun tidak 

signifikan secara statistik. 

7. Variabel Belanja Modal (X2) berpengaruh positif dan tidak  signifikan 

terhadap Indeks Gini (Y) melalui Pertumbuhan Ekonomi (Z) di 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018-2024. Dikarenakan belanja 

modal yang dilakukan pemerintah daerah, meskipun mampu mendorong 



pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas 

publik, manfaat pertumbuhan tersebut tidak langsung dirasakan secara 

merata oleh seluruh lapisan masyarakat; akibatnya, pengaruh tidak 

langsung belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan melalui 

pertumbuhan ekonomi tetap positif namun tidak signifikan secara 

statistik. 

5.2 Saran 

Berdsarkan hasil pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini, maka 

dapat diberikan saran sebagai berikut : 

1. Melihat hubungan Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maka diharapkan 

pemerintah dapat memanfaatkan otonomi fiskal secara lebih efektif 

dengan mengarahkan alokasi anggaran ke sektor-sektor produktif dan 

strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, 

sekaligus memastikan distribusi manfaat pertumbuhan dapat dirasakan 

oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mengurangi ketimpangan. 

2. Melihat hubungan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maka diharapkan pemerintah dapat 

lebih mengoptimalkan alokasi belanja modal dengan fokus pada proyek-

proyek infrastruktur dan investasi yang mampu meningkatkan 

produktivitas, mendorong aktivitas ekonomi lokal, serta menciptakan 

peluang kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih 

tinggi dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. 



3. Melihat hubungan Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Gini di 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Pemerintah perlu memprioritaskan 

alokasi anggaran yang mendukung pemerataan, misalnya dengan 

meningkatkan pengeluaran untuk program-program kesejahteraan 

sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat 

berpenghasilan rendah, sehingga manfaat desentralisasi fiskal tidak 

hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga ikut menurunkan 

ketimpangan pendapatan. 

4. Melihat hubungan Belanja Modal terhadap Indeks Gini di 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maka diharapkan pemerintah dapat 

mengarahkan belanja modal tidak hanya pada pembangunan 

infrastruktur fisik skala besar, tetapi juga pada proyek-proyek dan 

program yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

berpenghasilan rendah, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan 

pengembangan UMKM. Dengan demikian, alokasi belanja modal tidak 

hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada 

pemerataan pendapatan dan pengurangan ketimpangan di tingkat 

kabupaten/kota. 

5. Melihat hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Gini di 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maka diharapkan pemerintah dapat 

merancang kebijakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan 

menekankan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan kapasitas 

masyarakat berpenghasilan rendah, serta dukungan terhadap sektor-



sektor ekonomi lokal. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak 

hanya meningkatkan output dan pendapatan daerah secara keseluruhan, 

tetapi juga berkontribusi pada pengurangan ketimpangan pendapatan. 

6. Melihat hubungan Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Gini Melalui 

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maka 

diharapkan pemerintah dapat memanfaatkan otonomi fiskal secara lebih 

strategis dengan mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang 

mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, sekaligus memastikan 

bahwa manfaat pertumbuhan tersebut dirasakan oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan ketimpangan 

pendapatan secara bertahap sambil tetap mempertahankan laju 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

7. Melihat hubungan Belanja Modal terhadap Indeks Gini Melalui 

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maka 

diharapkan pemerintah dapat merancang dan mengarahkan belanja 

modal pada proyek-proyek yang tidak hanya mendorong pertumbuhan 

ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat 

pertumbuhan tersebut dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan 

masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah. Dengan 

demikian, belanja modal dapat berperan sekaligus dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan di 

daerah. 



8. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengganti 

variabel bebas agar tidak sama dengan penelitian ini. Hasil penelitian  

ini juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan, acuan dan referensi 

bagi peneliti selanjutnya khususnya Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Bojonegoro. 

5.3 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan dalam kesimpulan dan saran, implikasi dalam penelitian ini yaitu:  

1. Desentralisasi Fiskal mempunyai keterkaitan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi. Dengan adanya otonomi fiskal, pemerintah daerah memiliki 

keleluasaan untuk mengelola pendapatan dan belanja sesuai kebutuhan lokal, 

sehingga dapat mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor yang 

meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, mendorong 

efisiensi pengelolaan sumber daya, serta memperbaiki infrastruktur dan 

layanan publik, yang secara keseluruhan berpotensi mempercepat 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

2. Belanja Modal mempunyai keterkaitan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan investasi 

produktif dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperlancar distribusi 

barang dan jasa, membuka peluang lapangan kerja, serta mendorong aktivitas 

ekonomi lokal, sehingga secara keseluruhan berkontribusi pada percepatan 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

3. Desentralisasi Fiskal mempunyai keterkaitan terhadap Indeks Gini. Adanya 

otonomi fiskal, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengelola dan 



mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan lokal, termasuk dalam program-

program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, desentralisasi fiskal 

berpotensi meningkatkan pemerataan pendapatan, mengurangi ketimpangan 

ekonomi antarwarga, dan mendorong terciptanya kesejahteraan yang lebih 

merata di tingkat kabupaten/kota. 

4. Belanja Modal mempunyai keterkaitan terhadap Indeks Gini. Alokasi dana 

untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan proyek-proyek 

investasi tidak hanya berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 

dapat memengaruhi distribusi kesejahteraan masyarakat. Jika belanja modal 

dirancang dan diarahkan secara tepat untuk memberikan manfaat langsung 

kepada kelompok berpenghasilan rendah, seperti melalui pembangunan 

fasilitas pendidikan, kesehatan, dan dukungan bagi UMKM lokal, maka hal 

ini dapat meningkatkan akses mereka terhadap kesempatan ekonomi, 

mengurangi ketimpangan pendapatan, dan mendorong pemerataan ekonomi 

di tingkat kabupaten/kota secara lebih signifikan. 

5. Pertumbuhan Ekonomi mempunyai keterkaitan terhadap Indeks Gini. 

Peningkatan output dan pendapatan suatu daerah tidak selalu dirasakan secara 

merata oleh seluruh lapisan masyarakat; apabila pertumbuhan ekonomi lebih 

banyak dinikmati oleh kelompok berpenghasilan menengah ke atas, 

ketimpangan pendapatan dapat meningkat, sedangkan jika pertumbuhan 

tersebut disertai distribusi manfaat yang merata melalui penciptaan lapangan 

kerja, peningkatan kapasitas masyarakat, dan dukungan terhadap sektor 



ekonomi produktif di seluruh lapisan, maka hal ini dapat membantu 

menurunkan Indeks Gini dan mendorong pemerataan ekonomi. 

6. Desentralisasi Fiskal mempunyai keterkaitan terhadap Indeks Gini melalui 

Pertumbuhan Ekonomi. Otonomi fiskal yang dimiliki pemerintah daerah 

memungkinkan pengelolaan pendapatan dan belanja secara lebih fleksibel 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang 

terjadi dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan 

kerja, namun distribusi manfaatnya terhadap masyarakat berbeda-beda; jika 

pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh desentralisasi fiskal dirancang agar 

inklusif dan merata, hal ini berpotensi menurunkan ketimpangan pendapatan 

dan Indeks Gini, sehingga desentralisasi fiskal secara tidak langsung dapat 

memengaruhi pemerataan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. 

7. Belanja Modal mempunyai keterkaitan terhadap Indeks Gini melalui 

Pertumbuhan Ekonomi. Investasi pemerintah dalam pembangunan 

infrastruktur, fasilitas publik, dan proyek-proyek produktif dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan kapasitas produksi, 

memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menciptakan lapangan kerja. 

Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari belanja modal ini, apabila 

manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, 

khususnya kelompok berpenghasilan rendah, berpotensi menurunkan 

ketimpangan pendapatan dan Indeks Gini, sehingga belanja modal dapat 



berperan tidak langsung dalam meningkatkan pemerataan ekonomi melalui 

efek pertumbuhan ekonomi.  
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